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WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8
TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

bahwa tambahan penghasilan pegawai diberikan untuk
meningkatkan kesejahteraan ASN di lingkungan

Pemerintah Daerah;

bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan  Pemerintah  Kota  Gorontalo, belum
menampung kondisi dan kebutuhan Pemerintah Daerah

sehingga perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan|
Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023 tentang
Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di

Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
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Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 ‘
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara. Republik

Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambaharn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik|

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesiﬂ
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia |
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah‘

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72|
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintahh Noronor 11 Tahun 2017 temntang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Ncmor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen‘
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor ©5477);

11. Peraturan Pemerintali Nomor 49 Talun 2018 terntang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6264); |

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembararﬂ
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
FERANGEAT
e % Nomor 6340);
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang

Pedoman Evaluasi Jabatan;

Peraturart Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara da.rJ
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penataan Sistern Tunjangan Kinerja Pegawai

Negeri;

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20
Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan
Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2012 tentang
Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang
Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan

Daerah;

Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 8 Tahun 2023
tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah

Kota Gorontalo Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUEAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 8 TAHUN
2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.
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Pasal I

. \
Ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Wali Kota Gorontal

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tambahan Perighasilan Aparatur Sipil Negara
Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo

Tahun 2023 Nomor 8) diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)} TPP tidak diberikan kepada:

a.

ASN yang berstatus sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian

Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil.

ASN vang diberhentikan sementara karena menjadi tersangka
tindak pidana dan ditahan;

ASN yang sedang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara;

ASN yang sedang menjalani Cuti Besar dan Cuti Melahirkan;

ASN yang menjalani cuti karena alasan penting (selama menjalani
cuti);

ASN yang bekerja pada Badan Layanan Umum Daerah dengan

pendapatan Badan Layanan Umum Daerah setiap Tahun lebih dari
Rp.100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah);

ASN yang menduduki jabatan fungsional guru dean fungsional

pengawas yang menerima tunjangan profesi;

ASN yang bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun,;

dan/atau

ASN yang melaksanakan Tugas Belajar di luar domisili Provinsi

(Gorontalo.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ASN tid

diberikan TPP apabila dijatuhi hukurnan disiplin dengan ketentue‘m

sebagai berikut :

a.

Hukuman disiplin ringan kategori pernyataan tidak puas, tidak

menerima TPP selama kurun waktu 1 (satu) bulan;
|

Hukuman disiplin sedang, tidak menerima TPP selama kurun

waktu 2 (dua) bulan; dan/atau

Hukuman disiplin berat, tidak menerima TPP selama kurun

waktu 3 (tiga) bulan;
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku pada bulan

berikut setelah ditetapkannya keputusar. hukuman disiplin.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pade. tanggal, 20 Fe bypari 2024
WALI KOTA GOROKTALO

C v

MARTEN A. TAHA

Diundangkan Gorontalo
pada tanggal, 20 Februari 2024
SEKRETARIS DA | KOTA GORONTALO, .

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR .5..




